
 

  

BERITA NEGARA 
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 135 /PMK.08/2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

130/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN 

PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 

KETENAGALISTRIKAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), 

Pasal 10 ayat (6), dan Pasal 12 ayat (6) Peraturan 

Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan 

Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, telah 

ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan 

Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;  

  b. bahwa untuk menyempurnakan ketentuan mengenai 

pemberian dan pelaksanaan jaminan Pemerintah untuk 

penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.08/2016 
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tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan 

Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan 

Infrastruktur Ketenagalistrikan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.08/2016 

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan 

Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan 

Infrastruktur Ketenagalistrikan; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.08/2016 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan 

Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan 

Infrastruktur Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1240); 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.08/2018 

tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan 

Penjaminan untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1828); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

130/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN 

PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN 

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan 

Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1240), diubah 

sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah adalah 

alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk 

melunasi kewajiban penjaminan yang timbul akibat 

pemberian jaminan pemerintah sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang mengenai Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara beserta 

perubahannya pada tahun anggaran berjalan. 

2. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang 

selanjutnya disingkat BUPI adalah badan usaha 

milik negara yang dibentuk untuk memberikan 

jaminan pemerintah di bidang infrastruktur. 

3. Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik yang 

selanjutnya disingkat BUPTL adalah badan usaha 

yang menandatangani perjanjian jual beli tenaga 

listrik dengan PT Perusahaan Listrik Negara 

(Persero) dalam rangka penyediaan tenaga listrik 

yang terdiri dari pengembang pembangkit listrik dan 

anak perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara 

(Persero). 

4. Batas Maksimal Penjaminan adalah batas tertinggi 

penjaminan yang dapat disediakan oleh Pemerintah. 

5. Daftar Proyek adalah daftar yang diterbitkan oleh PT 

Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan memuat 

proyek-proyek pembangunan infrastruktur 

ketenagalistrikan baik yang dilaksanakan melalui 

skema swakelola maupun skema kerja sama dengan 

BUPTL berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan 

Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 

2017 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 

4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan 
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Infrastruktur Ketenagalistrikan dan Peraturan 

Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan 

kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), 

untuk Melakukan Percepatan Pembangunan 

Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan 

Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 194 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik 

Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan 

Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang 

Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan 

Gas. 

6. Dihapus. 

7. Jaminan Pemerintah adalah jaminan yang diberikan 

untuk dan atas nama Pemerintah, baik oleh Menteri 

Keuangan dan/atau BUPI. 

8. Jaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik 

Negara (Persero) yang selanjutnya disebut Jaminan 

Kelayakan Usaha adalah jaminan pemerintah dalam 

rangka memastikan kemampuan PT Perusahaan 

Listrik Negara (Persero) untuk memenuhi kewajiban 

finansialnya dengan merujuk kepada perjanjian jual 

beli tenaga listrik. 

9. Jaminan Pinjaman PT Perusahaan Listrik Negara 

(Persero) yang selanjutnya disebut Jaminan 

Pinjaman adalah jaminan pemerintah kepada 

kreditur atau pemberi fasilitas pembiayaan syariah 

sehubungan dengan pembayaran kembali pinjaman 

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) selaku 

pelaksana penugasan percepatan proyek 

infrastruktur ketenagalistrikan. 

10. Kerja Sama adalah skema pelaksanaan percepatan 

pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, yang 

dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara 

(Persero) melalui kerja sama dengan BUPTL. 
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11. Kreditur adalah lembaga keuangan yang 

menyediakan kredit kepada PT Perusahaan Listrik 

Negara (Persero) dalam rangka percepatan 

pembangunan proyek infrastruktur 

ketenagalistrikan melalui skema swakelola. 

11A.Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah adalah 

lembaga keuangan syariah yang menyediakan 

pembiayaan syariah kepada PT Perusahaan Listrik 

Negara (Persero) dalam rangka percepatan 

pembangunan proyek infrastruktur 

ketenagalistrikan melalui skema swakelola. 

12. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri 

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan. 

13. Penerima Jaminan adalah kreditur atau pemberi 

fasilitas pembiayaan syariah dalam hal jaminan 

pinjaman atau BUPTL dalam hal jaminan kelayakan 

usaha. 

14. Penjamin adalah Pemerintah dalam hal ini Menteri 

Keuangan dan/atau BUPI. 

15. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 

16. Pemenuhan Pembiayaan (Financial Close) adalah 

tahapan dimana BUPTL telah menandatangani 

perjanjian pinjaman/kredit dan telah mendapatkan 

pencairan dana (draw-down) untuk pembiayaan 

proyek pembangkit listrik pada tanggal sebagaimana 

ditetapkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. 

17. Percepatan Pembangunan Infrastruktur 

Ketenagalistrikan adalah kebijakan Pemerintah 

dalam rangka pelaksanaan penyediaan tenaga listrik 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pembangunan Infrastruktur 


